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ABSTRAK 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen yang 
menjadi kunci keberhasilan · pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk 
melaksanakan pembangunan di daerah di perlukan berbagai tahapan yang pada . 
dasarnya dimulai dari kegiatan perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan 
yang diterapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 
atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh 
gambaran tentang partisipatif masyarakat pada Musrenbang di Desa Tanjung 
Anom Kecamatan Pancur Batu. Teknik Pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui tahap 
reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Basil pembahasan 
mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbang yaitu partisipasi Masyarakat 
dalam tahap persiapan Musrenbang yakni pada saat pelaksaan Musrenbang 
mensosialisasikan terkait rencana pelaksanaan Musrenbang. Bentuk Partisipasi 
masyarakat dalam tahap ini adalah tergolong partisipasi secara langsung yaitu 
masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah musrenbang, masyarakat ikut 
berperan serta dalam kegiatan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan musrenbang 
ditandai dengan adanya · kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan perencanaan pembangunan desa pada desa Tanjung Anom Kecamatan 
Pancur Batu. 

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Desa, dan Musrenbang. 
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ABSTRACT 

Regional development planning is one instrument that is the key to 
success.fill implementation of the development in the area. To carry out the 
construction in the area in need of various stages are basically starting from the 
planning activity. Good or bad planning which applied would be very big 
influence on the success or failure of regional development itself This study used 
a qualitative approach. This approach was chosen because researchers want to 
gain an overview of community participation in planning forums in Tanjung 
Anom Pancur Batu subdistrict. Data collection techniques using observation, 
interviews, and documentation. Data processing techniques through the stages of 
data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the discussion on 
public participation in musrenbang namely: Public Participation in the 
preparation stage Musrenbang namely during the implementation of the plan 
related Musrenbang Musrenbang socialize. Forms of public participation in this 
phase are classified as direct participation of the community that is directly 
involved in deliberations musrenbang, people participate in these activities. In the 
implementation phase musrenbang kesadarab characterized by the lack of people 
in following the development planning activities at the village of Tanjung Anom 
village Pancur Batu subdistrict. 

Keywords: Participation, Community, Rural, and Musrenbang 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa 

memiliki hak asal usu! dan hak kepentingan masyarakat setempat dan berperan 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu 

dilinµungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 

sehingga dapat .. menciptakan landasan yang kuat- -·dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, 

sejahtera. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang adalah 

perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu 

pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan pnra pemangku kepentingan. 

Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. 

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga 

komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan 

atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga 

agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam musrenbang Desa, pemerintah Desa dan warga berembug dalam 

menyusun program tahunan di Desa, musrenbang Desa menjadi media dialog dan 
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penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah desa 

tersebut, baik yang ditangani secara swadaya, dan melalui pos bantuan daerah. 

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan 

rencana kegiatanakan dilaksanakan. Musrenbang hendaknya dipandang sebagai 

saluran resmi yang dipersiapkanuntuk menganalisasi aspirasi masyarakat dalam 

rangka memperoleh akses yang memadaidalam kebijakan penganggaran 

pembangunan. Untuk itu. maka mutu proses dan mutu hasilMusrenbang akan 

sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhanmasyarakat. 

Konsep "musyawarah" menunjukkan bahwa musrenbang bersifat 

partisipatif. Musyawarah merupakan istilah yang sebenamya sudah jelas berarti 

merupakan forum untuk meremhukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan 

kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi 

informasi . Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara 

seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya Jiisi dengan 

sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi 

akti f warga. 

Partisipasi menjadi sangat penting kedudukannya dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan merupakan ha! yang utama karena perencanaan 

merupakan tahap awal dalam proses pembangunan . 

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan progrnm 

agar program yang disusun dapat mengakomodasi segala kebutuhan dan 

permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang disusun hendaknya 

berdasarkan keinginan masyarakat bukan berdasarkan kelompok tertentu. 
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Setiap Desa di Indonesia wajib melakukan Musyawarah Perencanaan 

pembangunan atau biasa kita sebut dengan Musrenbang. Dalam pengadaan 

Musrenbang masyarakat harus berpmiisipasi dalam Musrenbang tersebut, 

termasuk di Desa Tanjung Anom. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Tanjung 

Anom Tanggal _ I 0 Oktober 2016 ini bahwa pada tahun 2015 partisipasi 

masyarakat dalam upaya Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa ini sangat 

rendah sehingga banyak sekali kendala yang terjadi dan akhimya. Musrenbang 

pada tahun tersebut pun tidak dapat berjalan dengan baik. Angka partisipasi 

masyarakat pada tahun 2015 hanya mencapai I 0% saja sehingga tidak dapat 

berjalan dengan baik pembangunan tersebut. Padahal petunjuk pelaksanaan 

Musrenbang ini disusun sebagai salnh satu upaya untuk meningkatkan mutu 

Musrenbang Desa Tanjung Anom. Masih banyak masalah yang terjadi seµerti 

sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti pembuatan Drainase 

(parit) yang belum merata sehingga masih sering terjadi banjir saat hujan deras, 

Paving blok (pengecoran) pada jalan raya maupun gang, normalisasi parit besar, 

dan normalisasi sungai kecil di Desa Tanjung Anom. 

Dalam Musrenbang, maka masyarakat dapat berpartisipasi untuk 

memasukkan agenda-agenda kebutuhan sehingga kebutuhan dan kepentingannya 

dapat terwakili. Pentingnya partisipasi masyarakat tidak lagi dapat diabaikan 

karena partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi adalah bagian dari 

demokrasi itu sendiri. 

Berdasakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa (Musrebang Desa). Dengan itu, maka judul penelitian 1111 
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adalah '"Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Desa 

Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus 

penelitian dalam penyusanan skripsi ini adalah: 

l. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjung Anom dalam 

pelaksanaan Musrenbang tahun 2016. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam jalannya proses 

Musrenbang Desa Tanjung Anom tahun 2016. 

1.3. RumusanMasalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

l. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarnh 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa 

Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam jalannya 

Musyawarah perencanaan pembangunan pada Desa Tanjung 

Anom? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

partisipasi rnasyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

(Musrenbang Desa) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Tahun 2016. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar 

penelitiannya memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-teori yang 

didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenamya di 

lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam 

Musyawarah perencanaan pembangunanDesa. 

b. Bagi Pemerintah Desa 

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi Pemerintah Desa Tanjung Anom adalah 

sebagai masukan dan referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam 

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Partisipasi 

Simatupang dalam Yuwono (200 l 

pengertian partisipasi, yaitu: 

124) menyatakan Ada beberapa 

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan bahu-membahu dengan saudara kita 

sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. 

2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara 

semua warga negara yang mempunyai latar belakang atau dasar hak dan 

kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa 

depan yang haru. 

3. Partisipasi tidak hanya berarti 1neng«mbil bagian dalam pelaksanaan, 

perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti rnemberikan sumbangan agar 

dalam pengertian kita mengenai pernbangunan kita nilai-nilai kcmanusiaan dan 

cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi 

Suryono (2001 : 124) Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat 

dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, memanfaatkan, 

menikmati hasil pembangunan. 

2.1.1. Tuj uan Partisipasi 

Menurut Schiller clan Antlovdal amH eti fah (2003:152) 

(www.materibelajar.id) tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan visi bersama 

Merumuskan visi dan mandate serta nilai-nilai yang dilanut atau menjadi dasar 

suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya adalah menyajikan 
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kebenaran yang definit,tapi lebih untuk menstimulasikan debat dan bagaimana 

mempengaruhi ke masa depan. 

2. Membangun rencana 

Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentuka tujuan 

spesifik yang ingin dicapai. Maka, dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu 

proses lanjutan untuk membangun rencana. 

3. Mengumpulkan gagasan 

Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis,dengan maksud mengumpulkan 

sebanyak-banyaknya gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses 

partisipasi. 

4. Menentukan Prioritas/ memuat pilihan 

Bertujuan untuk mengeorganisir berbagi ide yang muncul dalam proses 

partisipasi dengan memanfaatkan kualitatif. 

5. Menjaring Aspirasi/masukan 

Bertujuan untuk pertukaran informasi,gagasan dan kepedulian tentang suatu isu 

atau rencana antara pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui 

proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi 

perumusan kebijakan,memberikan alternative desain, pilihan investasu berserta 

pengelolaannya. 

6. Mengumpulkan Informasi/ Analisis Situasi 

Bantuan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta 

bagaiamana mengoptimalkannya,selain mengidentifikasi kelemahan dan 

ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk 

mengatasinya. 
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Pada hakekatnya tujuan pat1isipasi sesungguhnya adalah untuk 

memberdayakan masyarakat daernh setempat untuk dapat ikut se11a dalam proses 

pembangunan,baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengevaluasian serta turut se11a menikmati hasil dari pembangunan tersebut. 

2.1.2. Jenis-Jenis Partisipasi 

Menurut Maran dalam Yuwono (200l:150) ada beberapa jenis partisipasi 

yang terdiri atas: 

l. Partisipasi dalam partai politik yang terdiri dari partisipasi aktif dimana orang­

orang yang bersangkutan menduduki jabatan - jabatan tertentu dalam suatu 

organisasi polotik, memberikasn dukungn keuangan atau membayar iuran 

keanggotaan dan partisipasi pasif sebaliknya. 

2. Pertisipasi berupa mengikuti suatu rapat umum,demonstrasi yang 

diselenggarakan oleh suatu organisasi politik atau kelompok kepentingan untuk 

memenuhi agenda politiknya masing-masing. 

3. Partisipasi yang bersifat singkat adalah diskusi informal yang dilakukan baik 

dalam keluarga, tempat kerja atau tempat lainnya. 

4. Partisipasi yang tidak menuntuk banyak upaya ialah ikut memberikan suara 

dalam suatu kegiatan pemungutan suara. 

Menurut Chochelas dalam Supriatna (2000:83)(www.materibelajar.id) 

membagi partisipasi dalam 2 jenis yaitu: 

1. Partsipasi teknis 

Diartikan sebagai teknik untuk mengikutsertakar. masyarakat dalam 

mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data dan 

mengimplementasikan data. 
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2. Partisipasi politik 

Diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan control kepada masyarakat,melalui 

pilihan pilihan untuk beraksi, berotonomi, dan beretleksi terutama melalui 

pengembangan dan penguatan kelembagaan. 

Menurut Santo so dan Iskandar dalam Nikmatullah 

( 1991 :38)(~ww.materibelajar.id) bahwa partisipasi merupakan sumbangan yang 

diberikan orang atau kelompok,yaitu: 

l. Merupakan bu ah fikiran yaitu menyumbangkan ide/gagasan, 

pendapat,partisipasi pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan. 

2. Tenaga dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, 

pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela. 

3. Partisipasi harta benda, menyumbangkan materi berupa uang,barang dan 

penyediaan sarana atau fasilitas untuk kcpentingan program. 

4. Partisipasi keterampilan yaitu berupa pemberian bantuan skill yang dia miliki 

untun mengembangkan program. 

5. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan dalam kegiatan - kegiatan sosial demi 

kepentingan bersama. 

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial 

tetapi juga merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan soial. 

Partisipasi masyarakat berarti eksistensi seutuhnya. Tur.tutan akan partisipasi 

masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga 

Negara. 
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2.1.3. Teori Partisipasi menurut Para Ahli 

Hetifah dalam Handayani (2006 : 39) menyatakan partisipasi sebagai 

keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah 

kepentingan ekstemal. Histiraludin dalam Handayani (2006 : 39-40) menyatakan: 

Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai pariisipasi sebagai 
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, 
sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat 
dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan 
tanggung jawab pada program yang dilakukan. 

Slamet (2003 : 8) menyatakan bahwa partisipasi Velderama dalam Arsito 

mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan 

pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 

I. Partisipasi politik: lebih berorientasi pada mempengaruhi dan menduduk wakil 

rakyat, dalam lembaga pemerintah kctimbang partisipasi aktif itu sendiri. 

2. Partisipasi sosial: parti~ipasi ditempatk.m sebagai beneficiary atau pihak diluar 

proses pembangunan dalam konsultasi atau pcngambilan keputusan dalam 

semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kehutuhan sampat 

penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial 

sebenamya dilakukan untuk mempcrkuat proses pembelajaran dan mobilisasi 

sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenamya bukanlah 

pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia . 

kebijakan publik Jebih diarahkan sebagai wahan pembelajaran dan mobilisasi 

sosial. 

3. Partisipasi warga: menekankan pada partisipasi langsung warga dalam 

pengambilan keputusan pada Jembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi 

warga telah mengalih konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap 

penerima derrna atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai 
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bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan 

keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan 

mereka. 

2.1.4. Bentuk Partisipasi 

Conyers dalam SupriJtna (2000 : 64) menyatakan, ada 2 bentuk paiiisipasi 

rnasyarakat penerima program pembangunan, yaitu : 

l. Identifikasi masalah pembangunan 

Suatu cara bagaimana kita melihat, mcnduga, memperkirakan dan 

menguraikan serta menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam pembangunan. 

Dengan maksud dan tujuan dari identifikasi tersebut adalah untuk rnempercepat 

upaya pembangunan di Negara-negara berkembang. 

2. Perencanaan pembangunan 

Disamping partisipasi dalam pengambilan keputusan yang tak kalah 

penting adalah bagaimana perencanaan program pembangunan yang bcrtujuan 

untuk mengatasi kerniskinan. Semakin terpusat pereucanaan pembangunan 

dilakukan maka peranan kelompok swadaya rnasyarakat akan semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya. 

2.2. Teori Pembangunan 

Menurut Hadi (2001 :21) Pembangunan memiliki makna ganda. Tipe 

pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonorni 

dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan 

sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang Jebih memperhatikan pada 

perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. 

Tipe yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya 
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pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang 

diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya 

kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari 

pembangunan pada seluruh masyarakat. 

Todaro (2000: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya 

fenomena semata, namun pada akhimya pembangunan tersebut harus melampaui 

sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan 

pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan­

perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ke:senjangan dan pemberantasan 

k~miskinan. 

Menurut Todaro dalam (Nasution, 2008:40-41) definisi di atas 

memberikan bcberapa implika:si bahwa: 

l. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga 

pemerataan. 

2. Pembangunan Juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti 

peningkatan: 

a. L(f'e sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

b. Se(l-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki 

harga diri, bemilai, dan tidak "diisap" orang lain. 

c. Freedom From Survitude: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan 

dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. 

Konsep dasar di atas telah mclahirkan beberapa arti pembangunan yang 

sekarang ini menjadi populer, yaitu: 
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1. Capacity, hal m1 menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau 

produkti vi tas. 

2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai 

lapisan masyarakat dan daerah. 

3. Empowerment, hat ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat 

menjadi aktif dalam mempe1juangkan nasibnya dan sesamanya. 

4. Suistanable, hal 1111 menyangkut usaha untuk menJaga kelestarian 

pembangunan. 

Dari pengertian pembangunan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke 

arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Gant dalam 

Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap yaitu: Pertama, pada hakikatnya 

pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini 

sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adaiah menciptakan 

kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi 

segala kebutuhannya. 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek 

atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan 

masyarakat di dalam pembangunan. Sanit menjelaska11 bahwa pembangunan 

dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarak 

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan 

berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika inasyarakat 

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap 

pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada rnasyarakat 

akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam 
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perencanaan pernbangunan, sehingga masyarakat bisa rnenjadi kontrol terhadap 

pernbangunan yang sedang terjadi. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam 

serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan <lari keadaan yang buruk 

menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di 

suatu negara. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku 

pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dun pengarah 

sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, 

saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada (tiga) pasal 

Undang-Undang ini yaitu pada Pasal I, Pasal 3, dan Pasa! 4. Sistem perencanaan 

yang diatur dalam UU No.4 Tahun 214 dan aturan pelaksanaannya menerapkan 

kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), 

yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. 

Menurut Siagian (2007: 142), bahwa "tugas pembanguna:1 merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah 

semata-mata" . Lebih lanjut Siagian (2007: l 53-154) menr;atakan bahwa 

pembangunan nasional membutuhkan tahapan. Pentahapan biasanya mengambil 

bentuk periodisasi. Artinya, pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan. 
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Masyarakat desa adalah merupakan tanggung jawab nasional, tanggung 

jawab pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa itu sendiri 

sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Berbagai pennasalahan yang dialami 

dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, menuntut agar sasaran 

pembangunan itu harus lebih banyak diarahkan di daerah pedesaan. 

Menurut Utomo ( 1997:3) peran serta masyarakat dalam perencanaan 

adalah: 

a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan 

b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan 

c. Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang 

<l. Pemberian infonnasi, sarnn dan pertimbangan atau pendapat dalam 

penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan 

e. Pengajuan k~beratan terhadap rancangan perencanaan 

f. Kerjasama dalam penclitian dan pengembangan 

g. Bantuan tenaga ahli 

Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, sehingga 

memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai objek 

pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif 

masyarakat sebagai subyek pembangunan. 

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: 

a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan 

kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. 
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b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. 

Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara 

berkeadilan. Menurut Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang 

dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela 

atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. 

Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk 

mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat 

dikategorikan atas: 

l. Partisipasi dalam pembuatan keputusan 

Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat 

pemcrintah seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga keputusan-keputusan 

tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan yang 

selama ini dinilai tidak bennanfaat, karena dibuat secara top-down tanpa 

melibatkan masyarakat. 

2. Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan 

Dalam merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu melibatkan 

masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan 

pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran Jalan, atau untuk pembangunan 

gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun puskesmas), gedung­

gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik lainnya. 

3. Partisipasi dalam pelaksanaan pernbangunan 

Dalam ha! ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan 

sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam 

pemhangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. 
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4. Partisipasi dalam evaluasi 

Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh 

kegiatan harus dievalusi. Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat. 

Menurut Efriadi (20 I 0) yang menjadi indikator partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan adalah : 

a. Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat 

b. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan 

c. Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan 

masyarakat 

d. Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan 

2.4. Perencanaan Pembangunan 

Percncanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan 

riset/penditian, dikarenakan instrument yang digunakan adalah metode-metode 

riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai 

dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang di 

lapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan 

perencanaan pembangunan. Dengan dernikian perencanaan pembangunan dapat 

diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan­

keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan 

sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas 

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik 

(mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 

2004) 
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Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan 

atau mungkin hanya dengan fonnulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, 

kemudian diikuti dengan berbagni langkah-langkah kegiatan fonnulasi rencana 

dan implementasinya, dapJt <liusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat 

menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Dengan demikian, 

rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu 

rencana. 

Ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1998:49) 

yaitu: 

I. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap 

2. Meningkatkan pendapatan perkapita. 

3. Mengadakan perubahan struktur ekonomi. 

4. Perluasan kesempatan kerja. 

5. Pemerataan pembangunan. 

6. Pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat. 

7. Kemandirian pembangunan. 

8. Stabilitas ekonomi. 

Menurut Nasuti on (2008: I 05) Perencanaan pembangunan merupakan 

suatu tahapan awal dalam proses pembanguaan. Sebagai tahap awal, maka 

perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasur bagi 

pelaksana pembangunan (action plan) dan dapat ditetapkan (aplikat(f). 
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Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan (UU No. 25 tahun 

2004), yakni: 

1. Penyusunan rencana 

Dilaksanakan untuk menghasiikan rancangan lengkap suatu rencana yang siap 

untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan rancangan 

rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, 

masing-masing institusi pemerintah mcnyiapkan rancangan rencana kerja 

dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah 

disiapkan, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana 

pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan dan yang terakhir adalah penyusunan 

rancangan akhir rencana pembangunan. 

2. Penetapan rencana 

Pcnetapan rencana untuk menctapkan landasan hukum bagi rencana 

pembangunan -yang-dihasilkan pada tahap penyusunan-rencana. 

3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk 

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam 

rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian sclama 

pelaksanaan rencana tersebut oleh p1:npman Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

Evaluasi pelaksanaan rencana 

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan 

pembangunan yang secara sistt:matis mengumpulkan dan menganalisis data dan 

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. 
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Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja 

mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan 

dampak (impact). 

lndikator dari proses perencanaan ada!ah : 

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau 

kebutuhan di desa. Tanpa tujuan yang jelas, sumber daya yang ada tidak akan 

dapat digunakan secara efektif 

2. Merumuskan keadaan saat ini 

Pemahaman akan posisi desa sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau 

sumber daya yang tersedia untuk m~ncapai tujuan adalah sangat penting karena 

tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang. 

3 Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan 

Segala kekuatan dan kelemahan secta - kemudahan dan hambatan perlu 

diidentifikasi untuk mengukur kemampuannya dalam mencapai tujuan. 

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

Tahapan akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai 

altematif kegiatan untuk mencapai tujuan dan pemilihan alternatif tcrbaik dari 

altematif yang ada. 

2.S. D~finisi Mtisrenbang 

Kata musrenbang ini merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan. Kata musywarah berasal dari bahasa arab yang menggambarkan 

bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan JUga 

20 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 9/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Wahyu Tiffani - Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan .... 



problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu identik dengan diskusi di 

masyarakat/ Desa tentang kebutuhan pembangunan daerah.Musrenbang agenda 

tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka 

hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas 

telah tersusun,kemudian diusulkan kepada pemerintahan di level yang lebih 

tinggi. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah 

keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan 

pembangunan desa yang meliputi kegiatan prencanaan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan hasil pembangunan. 

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat 

untuk rnenyuarakan kebutuhan rnereka pada pihak pernerintah. Proses 

rnusrenbang juga terjadi di level kecamutan dan kota demikian pula di provinsi 

dan nasional. Mursrenbang merupakan pendekatan bottop-up dimana suara warga 

bisa secara aktif memperngaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek­

proyek pembangunan disusun. 

Pada mulanya musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sist\::rn 

sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat local dan pemerintah punya 

tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat 

seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama 

menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuat dengan kcbutuhan. 

(www.solokotakita.org). 
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2.5.1. Tujuan Musrenbang 

Tujuan musrenbang adalah: 

l. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan terrnasuk urutan pernbangunan 

yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan SKPD. 

2. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang di 

biayai melalui dana swadaya masyarakat dan koordinasi oleh lembaga 

kemasyarakatan di Desa setempat. 

3. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai 

dana bantuan dari pemerintah daerah (kota). 

2.5.2. Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrcnbang 

Prinsip dalam musrenbang berlaku baik untuk fasilitator, peserta, 

narasumber, dan semua kornponen yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang 

dan hendaknya menjadi kesepakatan bersama. 

Bcrikut adalah prinsip prinsip dalam musrenbang,antara iain: 

I . Prinsip-kesetaraan, Peserta musyawarag-adalah kelompok masyarnkat dengan 

hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara,dan dihargai 

meskipun terjadi perbedaan pendapat. 

2. Prinsip musyawarah dialogis, Peserta musrenbang memiliki keberagaman 

tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kclamin, status sosial­

ekonomi, dan sebagainyu. 

3. Prinsip keberpihakan 

4. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan 

kelompok yang paling terlupkan untuk menyampaikan asp1ras1 dan 

pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda. 
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2.5.3. Proses Musrenbang 

1. Pra Musrenbang 

Yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan adalah: 

a. Pembentukan tim penyelenggaraan musrenbang oleh Kepala Desa 

b. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat dan masyarakat 

c. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Desa 

d. Mempersiapkan bahan/materi untuk musrenbang Desa 

e. Mengumukan secara terbuka tentangjadwal,agenda,dan tempat. 

f. Melakukan musyawarah dusun/R W 

g. Datlar prioritas masalah dari tingkat dibawah Desa 

h. Peta potensi dan pennasalahan Desa. 

1. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa 

J. Infonnasi dari pemerintah kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi 

Desa yang nkan di alokasikan Desa yang bersangkutan. 

k. Informasi dari pemerintahan-kota tentang isu-isu stratcgis daerah. 

I. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di 

tahun sebelumnya yang tdah direalisasi 

m. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun sebelumnya 

n. Daftar nama para wakil kelompok fungsionalwarga yang bekerja di 

kecamatan. 

2. Pelaksanaan Musrenbang 

a. Pendaftaran peserta 

b. Kepala Desa mempresentasikan prioritas masalah Desa sesuai hasil Pra 

Musrenbang .. 
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c. Menyampaikan infonnasi tentang perkiraan jumlah dana alokasi Desa 

yang berasal dari pemerintahan kota. 

d. Menyampaikan infonnasi tentang isu-isu strategis kota 

e. Membahas pelaksanaan pembangunan Desa tahun sebelumnya termasuk 

mendiskusikan tentang jumiah usulan yang dihnsilkan pada forum sejenis 

ditahun sebelumnya yang telah terealisasikan 

t: Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan ptioritas untuk 

menyeleksi usulan 

g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh 

beberapa perwakilan dari masyarakat. 

h. Pemisahan kegiatan 

1. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta 

pendanaan sesuai dengan potensi serta pennasalahan Desa 

J. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai 

dengan potensi serta pennasalahan di Desa yang akan diurung ke 

musrenbang kecamatan 

k. Musyswarah penentuan tim delegasi Desa dengan poses sebagai berikut: 

1) Penyampaian penyepakatan criteria tim delegasi Desa 

2) Penentuan calon dari peserta musrenbang Desa 

3) Peny.:anpaian mandate yang diberikan kepada tim delegasi 

4) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta 

I. Serita ::icara musrenbang tahunan 

3. Nara Sumber 

a. Kepala Desa 

b. Pegawai di Desa 
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c. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat. 

4. Partisipasi Musrenbang 

Seluruh komponcn masyarakat yang berada di Desa seperti: 

a. Ketua RT/RW 

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

c. Kelompok perempuan 

d. Organisasi masyarakat 

5. Pasca Musrenbang 

Tim delegasi bersama dengan tim penyelenggaraan musrenbang 

melakukan: 

a. Rapat kerja financial dokumen renja SKPD Desa 

b. Penyusunan daftar prioritas kegiatan pembangunan swadaya Desa 

c. Daftar prioritas pennasalahan pembangunan Dcsa. 

2.6. Desa 

2.6.1. Pengertian Desa 

Menurut Widjaja (200 I :42) posisi pemerintah yang paling dekat dengan 

masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta 

masyarakat, pemerintah desa selaku Pembina, p<.:ngayon1 dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya 

masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi . 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan 

mnsyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
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dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003:53) adalah 

pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya be1jiwa agraris, 

sedangkan desa dalam artian administratif menurut Karthohadikusumo dalam 

Daldjoeni (2003:54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kcsatuan hukum yang 

mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa 

sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat: 

a. Jumlah penduduk 

b. Luas wilayah 

c. Bagian wila¥ah-kerja 

d. Perangkat, dan 

e. Sarana dan prasarana pemerintahan 

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa 

dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya 

yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga 

pcngaturan dalam penyelengaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan 

dan pelaksanaan Peratu:-an Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 

Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang 

berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan 

masyarakat desa. 

26 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 9/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Wahyu Tiffani - Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan .... 



2.6.2. Pemerintahan Desa 

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa 

yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Pennusyawaratan Desa, 

pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal 

usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah 

atau disesuaikan statusnya menjadi Desa sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa 

bef3ama BPD yang ditetapkan dengan perda. 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat 

desa terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari 

pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan 

tai:a cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan 

Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa 

dalam kesatuan- masyarakat huku1n dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat 

yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, 

menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok: 

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 

membangun dan membim! masyarakat. 

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provms1 dan 

pemerintah kabupaten. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunym 

fungsi: 
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a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa 

b. Pelaksanaan tugas di bidang pembanggunan dan pembinaan masyarakat yang 

menjadi tanggungjawabnya 

c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa 

d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong 

masyarakat 

e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisiahan antar masyarakat 

g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa 

h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa 

Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Talmn 2005 

bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang 

dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengar. kewenangan 

-desa- seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, 

pembentukan Sadan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan 

pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam 

penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan 

desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti 

bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mcmpunyai 

wewenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bcrdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 
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b. Mengajukan rancangan peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan masyarakat desa 

f. Membina perekonomian desa 

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

1. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Akadun (2011) berbagai faktur meme:1garuhi 

efektivitas pelaksanaan otonomi regional.Salah satunya adalah kualitas 

-pei:encanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang ideal semestinya mampu 

mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, adanya 

kderlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan), struktur birokrasi, dan partai politik. 

Tulisan ini menganalisis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang 

sebagai bagian dari kebijakan publik. Kelemahan internal rnaupun ekstemal dalam 

aspek perencanaar. yang didapati sesungguhnya dapat diatasi dengan menyusun 

kerangka hukum dan instrumen perundang-undangan Juinnya sebagai panduan 

mekanisme dan proses partisipasi publik guna menJamm pelaksanaan 

good governance. 
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Hasil penelitia Pengaruh implementasi kebijakanmusrenbang terhadap 

partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan 

pembangunan daerah signifikan. Meskipun besamya pengaruh tersebut hanya 

29,92 %, akan tetapi ha! ini mengindikasikan bahwa di satu sisi peran partisipasi 

terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah sangat penting terutama apahila 

wadah partisipasi tersebut (Musrenbang) memerhatikan komunikasi, sumberdaya, 

perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan 

terutama melalui jalur Musrenbang. Hal ini disebabkan usulan program/proyek 

masyarakatmelalui musrenbang tidak memiliki kepastian akanmenjadi dokumen 

perencanaan pembangunan daerah setelah melewati proses legalisasi antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD. Realitas menunjukkan telah terjadi 

kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang 

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. 

Hasil dari pt:nelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan musrenbangkel telah 

sesuai denganpedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaanya 

terbuka ruang partisipasimasyarakat dalam memberikan usulan perencanaan 

pembangunan di Desa melalui aktoraktormasyarakat. Kedua, Bentuk partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbangkel Kotabaru Tengahpada tahun 2013 dari segi 

kehadiran peserta sudah representatif. Desa Kotabaru Tengah dalam perencanaan 

pembangunan yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pembangunan 

dan menangani permasalahan diDesa Kotabaru Tengah. Komunikasi antara 

pemerintahdan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah bersifat dua 

arah, dalam pemberianinforrnasi sudah mulai diberikan jauh-jauh hari namun 

pemberitahuan secara formal masihterbatas dengan waktu. Masyarakat terlibat 
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dalam proses penyusunan/perumusan kegiatanperancanaan pembangunan di Desa 

Kotabaru Tengah, namun tidak . ada sarana dalammelakukan kontrol dan 

pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel. Masyarakat telahdapat 

memberikan usulan sesuai dengan pennasalahan yang ada di lingkungan mereka, 

dalampenentuan skala prioritas ditentukan oleh peserta rapat dcngan tim 

pelaksana Musrenbangkeldalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi 

kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan 

pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Ketiga, peran pemerintah dalam 

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanan Musrenbangkel 

memiliki peran s~bagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan 

mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi 

masyarakat sertauntuk menciptakan rnang partisipasi. Sementara itu peran 

pemerintah kecamatan berfungsisebagai motifator, fasilitator, monitoring dan 

evaluasi. Pemerintah Desa dalammusrenbangkel sendiri berperan sebagai 

sosia!isasi dan pelaksana musrenbang Desa. 

Penelitian juga dilkukan oleh Arina, dkk (2013) Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan desa di desaGrenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dimana 

perencanaan pembangunan desa disini diwujudkan dalam penyelenggaraan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau seringkali disebut 

Musrenbangdes. Derajat partisipasi masyarakat diukur dengan tangga partisipasi 

baru menurut Khairul Muluk yang terdiri dari enam anak tangga yaitu manipulasi, 

informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi dan kendali warga. Pengukuran derajat 

partisipasi masyarakat berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh manakah 

tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tangga partisipasi, selanjutnya dapat 
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digunakan sebagai evaluasi terhadap penyelenggaraan Musrenbangdes apakah 

telah melibatkanmasyarakat secara _maksimal atau belum. Penelitian ini bersifat 

deskriptif, dengan pendekatan kualitatif Penelitian ini menggunakan data primer 

dan data sekunder. Data p1imer diperoleh dengan wawancara dan observasi, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi yang 

diperoleh peneliti selama melakukan peneiitian. Berdasarkanhasil wawancara, 

observasi serta data yang diperoleh oleh peneliti, diperoleh suatu hasil penelitian 

dimana diketahui bahwa derajat partisipasi masyarakat baik pada tahap persiapan 

maupun tahap pelaksanaan berada pada tingkat derajat partisipasiKonsultasi 

dimana partisipasi jenis ini dikategorikan partisipasi tingkat SEDANG .. 

Partisipasi konsultasi merupakan mekanisme partisipasi yang menjelaskan bahwa 

telah dilakukan jejak pendapat atau diskusi antara pemerintah dengan masyarakat 

mengenai perencanaan pembangunan, namun keputusan nkhir dari perencanaan 

pembangunan yang akan menjadiprioritas pembangunan tetap berada pada 

kekuasaan pemerintah desa atau pemerintah di atasnya. 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau 

sekdompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontrihusi secara sukarela 

dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu proses perumusan alternatif­

altematif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta 

yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan 

atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik 
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(mental/spiritual), dalam rangka mencapat tujuan yang lebih baik. Partisipasi 

Masyarakat dalam perencanaan pembangw1an desa adalah keterlibatan atau 

keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan 

desa yang meliputi kegiatan prencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil 

pembangunan. 

Pembangunan Desa 
pada Desa Tanjung 

An om 

Partisipasi 
Masya.-akat 

Jl 
Tingkat 

Partisipasi 
Masyarakat 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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3.1. Jenis Penelitian 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau dengan teknik analisis 

Kualitatif dikarenakan permsalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna 

sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan 

instrument seperti kuesioner dan tes. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan 

upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari 

para partisipan, menganalisis data dalam Creswell (20 l 0:5). 

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur 

Batu. Penelitian ini saya lakukan pada bulan November sampai dengan bulan 

Januari 2017. 

3.3. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini,sumber data yang dipilih adalah orang-orang yang 

berperan aktif dalam kegiatan Musrenbang di daerah ini,antara lain adalah: 

1. Informan kunci, Kepala Desa Tanjung Anom 

2. Informan utama, Pegawai di Desa 

1. lnforrnan tambahan, Tokoh Masyarakat & Masyarakat setempat. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data 

dalam penelitian adalah menggunakan: 
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1. Observasi 

Observasi disebut .1uga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Dengan observasi kita mendapatkan data dengan cara tetjw1 langsung ke 

Lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid. 

2. Wawancara mendalam 

.L\.dalah suatu cara mengumpulkan data atau informan dengan cara langsung 

bertatap muka dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi data yang 

lengkap dan relevan. 

3. Dokumentasi 

Dalam pengumpulan data p~nelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan 

dC1ta dengan mcmpelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. 

4. Triangulasi sumber data 

Dalam pengumpuian data ini memakai triangulasi sumber data, yaitu selain 

menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan dokumen 

tertulis, catatan pribadi, catatan remi sehingga menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara d<ln catatan 

yang diperoleh dilapangan serta bahan baban lain yang telah dihimpun sehingga 

dapat merumuskan basil dari apa yang telah ditemukan.Relevan dengan jenis 

penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif. Data yang telah terkumpul 

berupa kata-kata dari berbai sumber dianalisis secara intcnsif. Teknik analisis data 
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dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatit~ dengan melakukan 

analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. 

3.5.1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada 

rata-rata yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang 

sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data 

lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap, dirangkum, dipilih 

hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

3.5.2. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari pcnelitian. 

3.5.3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian dr.ta maka kesimpulan awal dapat dilakukan. 

Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak 

awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data penelitian berusaha 

melakuka analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpul. 

3.6. Uji Keabsahan Data 

l. U ji Kredibilitas 

Data hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya melalui lama penelitian, 

observasi yang detail, analisis membandingkan dengan hasil peP.elitian. 

2. Uji Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian, agar orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat 
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laporannya harus memberikan ura1an yang rinci , jelas. sistematis dan dapat 

dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang 

telah didapat sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian 

diapilkasikan ditempat lain. 

3. Uji Dependability 

Dalam penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan melalukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

4. Uji Confirmability 

Dalam penelitian kualitatit~ uji confirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESThIPULANDANSARAN 

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian im berdasarkan 

hasil analisis diperoleh kesimpulan seperti berikut ini . 

1. Partisipasi 

• Pada Musrenbang Desa Tanjung Anom beberapa tahapan proses 

perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan 

dimana masyarakat masih sangat rendah tingkat partisipasinya. 

• Kesadaran masyarakat yang sangat kurang dalam jalannya proses 

Musrenbang pada Desa Tanjung Anom. 

• Karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang 

pada Desa Tanjung Anom, maka kegiatan Musrenbang pada Desa Tanjung 

Anom pada tahun 2016 tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. 

2. Hambatan 

• Faktor rendahnya partisipasi 

• Masyarakat di Desa Tanjung Anom sebagian besar masih memiliki 

anggapan bahwa peraturan yang berhubungan dengan pembangunan 

adalah urusan dari pusat maupun daerah, dan mereka juga beranggapan 

bahwa ini adalah bukan urusan mereka. Sedangkan masyarakat yang 

awam dengan dunia politik lebih cocok tidak terlibat didalam peraturan 

tersebut yang dimana masyarakat lebih fokus kepada hasilnya tanpa 

mereka mengetahui bagaimana proses berjalannya Musrenbang. 
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5.2. Saran 

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat 

dilaksanakan secara simple dan mudah dipahami baik oleh perangkat 

pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi 

prinsip prinsip partisipatif. 

2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah atau 

kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang 

potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa 

mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan 

dapat mendekati kebutuhan masyarakat 

3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, unsur pembagian dan unsur 

masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya 

perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan 

wawasan, pendekatan yang aktif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

4. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, 

Kecamatan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Desa Tanjung 

Anom. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai 

proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih 

banyak terlibat dalam proses Musrenbang tersebut 
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